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bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 3 ayat (7)
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan
Informasi Publik di Lingkungan Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme;

bahwa untuk mewujudkan sistem pelayanan informasi
publik yang optimal di Lingkungan Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme perlu ditetapkan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan surat
keputusan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
4284), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



Menetapkan

KESATU

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46
Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 30);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 37).

6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja  Badan  Nasional
Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1051);

7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan
Informasi Publik di Lingkungan Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 754).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
TERORISME REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN NASIONAL  PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA.

Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia
vang terdiri atas:

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
Tim Pertimbangan; dan

Petugas Pelayanan Informasi Publik.
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sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

KEDUA : Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat pengelola
informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan dengan
mengacu pada Peraturan Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
Layanan Informasi Publik di lingkungan Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama
selaku Atasan PPID.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas PPID
sebagaimana Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Badan  Nasional
Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Februari 2023
KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOY RAFLI AMAR
Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Perencanaan,
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,




LAMPIRAN
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REPUBLIK INDONESIA
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TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
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Atasan PPID

PPID

Tim Pertimbangan

PPID Pelaksana

Petugas Pelayanan
Informasi Publik

REPUBLIK INDONESIA

: Sekretaris Utama

: Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan

Masyarakat
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Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan
Deradikalisasi

Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan
Kemampuan

Deputi Bidang Kerja Sama Internasional

Kepala Biro Umum

Inspektur

Direktur Pencegahan

Direktur Perlindungan

Direktur Deradikalisasi

Direktur Penindakan

Direktur Pembinaan Kemampuan
Direktur Penegakan Hukum
Direktur Kerja Sama Bilateral

10 Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral
11. Direktur Perangkat Hukum Internasional

: Staf Unit Kerja di Lingkungan BNPT RI

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,
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BOY RAFLI AMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Perencanaan,
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,
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Astuti Idris, S.Sos., M.H.



